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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Organisasi pemerintah daerah ialah badan yang menjalankan 

aktivitas kepemerintahan yang bersumber dari legitimasi dari 

masyarakat.
1
 Akibatnya, tidak jarang muncul tuntutan publik untuk 

menuntut informasi akuntabilitas yang lengkap dan transparan atas 

kinerja instansi publik.
2
 Dan sebagai organisasi sektor publik, hal itu 

haruslah selaras dengan syarat akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Nomor XI/MPR/1998.
3
 

Berlandaskan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 perihal Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementrian PANRB 

mengembangkan SAKIP, yang merupakan kewajiban instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkannya laporan kinerja 

berkala yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atas sukses atau 

tidaknya pelaksanaan program dan aktivitas yang diamanatkan 

pemangku kepentingan atau stakeholder untuk meraih misi organisasi 

secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang sudah 

ditentukan.
4
 Hasil evaluasi SAKIP secara nasional sudah 

memperlihatkan instansi pemerintah Indonesia menjadi semakin 

mahir dalam menjalankan anggaran dengan andal untuk memenuhi 

target yang selaras dengan rencana pembangunan. Buktinya, instansi 

pemerintah sudah bisa memfokuskan kembali aktivitas program yang 

berimbas pada pencapaian tujuan pembangunan.
5
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Tetapi hasil peningkatan itu, tidak bisa mengimbangi dan 

belum cukup untuk memuaskan harapan masyarakat. Pada 

kenyataannya aktivitas anggaran seringkali tetap menjadi bumerang 

bagi akuntabilitas kinerja. Saat dijumpai manajemen keuangan yang 

tidak memadai atau target anggaran yang tidak memadai, efek 

buruknya justru bisa menyebabkan berkurangnya akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah.
6
 Seperti halnya fenomena yang sedang 

menjerat Pemerintah Kota Pati yakni anggota DPRD mendapatkan 

keluruhan dari masyarakat perihal kurang perhatian dan tidak 

meratanya sarana prasarana pedesaan. 
7
 Sehubungan dengan hal itu 

DPRD pun menyoroti usulan perihal Pemkab Pati untuk lebih 

meningkatkan peran Bappeda dengan menjalankan pembangunan 

secara merata.
8
 

Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja yang bisa 

mengatasi kurangnya interpretasi kinerja untuk meraih tujuan ialah 

satu dari sekian tantangan dalam memaksimalkan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah.
9
 Lewat implementasi penganggaran 

berbasis kinerja, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan 

publik dan mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih 

besar dalam pengelolaan sektor publik, sehingga memengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi. Studi yang dijalankan oleh Anggreini 

mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

secara positif dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja.
10

 

Tantangan selanjutnya, Tata kelola keuangan daerah yang 

baik tergantung pada sejauh mana target anggaran pemerintah daerah 

ditetapkan secara jelas dan kongkrit, dengan tujuan agar ketetapan 

sasaran anggaran itu bisa dipahami oleh mereka yang bertanggung 
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jawab untuk mencapainya.
11

 Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa 

penelitian Azizah mengindikasikan bahwa secara signifikan 

akuntabilitas kinerja instansi dipengaruhi secara positif oleh 

ketetapan sasaran anggaran.
12

 Di lain sisi ketepatan sasaran anggaran 

dalam penelitian Pangumbalerang & Pinatik memperlihatkan hasil 

yang tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah.
13

 

Di lain sisi, Pemerintah perlu lebih transparan dan akuntabel 

dalam administrasi perihal anggaran mereka.
14

 Sesuai regulasi, 

laporan keuangan yang dihasilkan harus akurat dan sesuai untuk 

memenuhi kewajiban pemerintah pusat dan kebutuhan informasi 

masyarakat.
15

 Penelitian Hafiz mengindikasikkan bahwa ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan berimbas positif terhadap 

akuntabilitas kinerja.
16

 Berlainan dengan studi yang dijalankan oleh 

Lumenta et al., yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja 

tidak secara signifikan tidak mempengaruhi ketaaatan peraturan 

tetapi, sehingga hasilnya berbanding terbalik.
17

 

Berlandaskan fenomena yang diuraikan pada latar belakang 

itu dan adanya research gap dari penelitian terdahulu, maka penulis 

tertarik mengambil judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” 
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B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan uraian itu, maka rumusan masalah pada studi ini, 

yakni: 

1. Apakah implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? 

2. Apakah ketetapan sasaran anggaran berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? 

3. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan itu, 

tujuan dijalankannya studi ini ialah: 

1. Untuk menguji implementasi anggaran berbasis kinerja 

berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) 

2. Untuk menguji ketepatan sasaran berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

3. Untuk menguji ketaatan peraturan perundangan berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

 

D. Manfaat Penulisan 

Dari tiap-tiap penelitian tentunya akan didapat hasil yang 

diharapkan bisa memberi manfaat bagi peneliti ataupun pihak lain 

yang membutuhkan. Terutama dalam hal pengembangan keilmuan 

dan praktik. Ada juga manfaat peneliti ialah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis studi ini diharapkan bisa menambah pengetahuan 

dan memberi sumbangan berwujud ilmu pengetahuan yang 

berkaiatan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di 

lain sisi studi ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi IAIN Kudus, studi ini diharapkan bisa menambah 

literatur dan referensi yang bisa dijadikan bahan informasi 

bagi mahasiswa yang akan meneliti problematika serupa. 

b. Bagi kedinasan, hasil studi ini bisa dijadikan sarana 

informasi untuk menguak fakta perihal faktor-faktor yang 

mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

c. Bagi penulis, studi ini merupakan implementasi teori-teori 

yang didapat selama masa kuliah dan diharapkan bisa 

menambah pengetahuan penulis, dan sebagai wahana 
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potensial untuk mengembangkan wacana dan pemikaran 

dalam mengimplementasikan teori yang ada dengan keadaan 

sesungguhnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan proposal skripsi yang dipilih penulis dalam 

menyusun laporan penelitian deskriptif terbagi menjadi lima bab 

yang saling berhubungan selaras dengan tujuan penelitian dari 

penulis agar tidak terjadi suatu penyelewengan dari tujuan penelitian. 

Ada juga pembagian sistematika penulisannya yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan perihal Latar belakang, Rumusan 

masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan 

Sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini memuat deskripsi teori yang berwujud deskripsi 

yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan 

laporan skripsi penelitian terdahulu yang relavan, 

kerangka berfikir dan hipotesis 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas perihal jenis dan pendekatan 

penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, 

variabel operasional, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data  

BAB IV  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas perihal hasil studi yang memuat 

ilustrasi obyek penelitian analisis data (uji validasi, uji 

reliabilitas, uji pra syarat, uji hipotesis) dan pembahasan 

(komparasi A2 dengan teori atau penelitian lain) 

BAB V  PENUTUP  

Memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

analisa berlandaskan yang sudah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 
 


